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Abstract: 

One of the hallmarks of the indigenous custom of luhak Limo Puluh Kota in West Sumatra, Indonesia, is the 
rompak page custom. This custom involves the marriage of a couple who comes from a different area or far 
from the bride's nagari location. The groom by custom must deliver to the woman 's family some money or gold 
as a sign of respect and recognition for the bride. The purpose of this study is to gain an understanding of the 
view of al-'adah muhakkamah (objective law) regarding the rompak page tradition in the context of the life of 
the indigenous community in luhak Limo Puluh Koto. This principle of Islamic law states that if a custom or 
action does not conflict with Islamic law and is considered clear and valid, then this custom may be preserved. 
In this study, researchers analyzed the views of Islamic scholars and scholars regarding the rompak page 
tradition in the context of al-'adah muhakkamah. In this analysis, we examined whether the rompak page 
tradition is following Islamic teachings or whether there are aspects that need to be adapted to the principles 
of Islamic law. This study has relevance and significance in understanding the suitability of the rompak page 
tradition with Islamic teachings in luhak Lima Puluh Kota. 


Keywords: rompak page, al-a 'dah al-muhakkamah, marital law, indigenous community 


Abstraksi: 

Salah satu ciri khas komunitas adat luhak Limo Puluh Kota di Sumatera Bagian Barat, Indonesia, adalah 
rompak page. Kebiasaan adat ini melibatkan pernikahan pasangan yang berasal dari daerah yang berbeda 
atau jauh dari nagari mempelai perempuan. Laki-laki harus memberikan keluarga perempuan sejumlah uang 
atau emas sebagai tanda penghormatan dan pengakuan terhadap calon mempelai perempuan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang pandangan al-'adah muhakkamah (hukum yang 
Jelas) tentang tradisi rompak page dalam konteks kehidupan komunitas adat di luhak Limo Puluh Koto. Prinsip 
hukum Islam ini menyatakan bahwa jika suatu kebiasaan atau perbuatan tidak bertentangan dengan hukum 
Islam dan dianggap jelas dan sah, maka kebiasaan tersebut boleh dilestarikan. Dalam kajian ini, peneliti 
melakukan analisis terhadap pandangan para ulama dan sarjana Islam tentang tradisi rompak page dalam 
konteks al- 'adah muhakkamah. Dalam analisis ini, diteliti apakah tradisi rompak page sudah sesuai dengan 
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ajaran Islam atau ada aspek yang perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini memiliki 
relevansi dan signifikansi dalam memahami kesesuaian tradisi rompak page dengan ajaran Islam di luhak 


Lima Puluh Kota. 


Kata kunci: rompak page, al-a'dah al-muhakkamah, hukum pernikahan, masyarakat adat 


1. Pendahuluan 


Kabupaten Lima Puluh Kota di Indonesia, di 
Provinsi Sumatera Barat, memiliki budaya yang 
kaya dan unik. Rompak page adalah salah satu 
tradisi yang menonjol di warga luhak Lima Puluh 
Kota. Tradisi ini melibatkan pernikahan pasangan 
yang berasal dari daerah yang berbeda atau jauh 
dari nagari mempelai perempuan. Dalam adat ini 
laki-laki harus memberikan (membayar) keluarga 
perempuan sejumlah uang atau emas sebagai 
tanda penghormatan dan pengakuan terhadap 
calon mempelai perempuan. 


Dalam konteks ini, pandangan al-'adah 
muhakkamah menjadi relevan untuk dikaji lebih 
lanjut. Al-'adah muhakkamah adalah sebuah 
prinsip hukum dalam Islam yang menegaskan 
bahwa jika ada suatu perbuatan atau tradisi yang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam dan 
dianggap jelas dan sah, maka tradisi tersebut 
diperbolehkan untuk dilestarikan. Pendekatan 
penelitian serupa telah dilakukan terhadap adat 
dan budaya seperti adat pisuka di suku sasak 
(Azmi, 2012), uang pelangkah (Ilman, 2016), 
uang panaik (Igbal, 2012), mahar lahan (Nur & 
Saleng, 2013). Penelitian budaya komunitas adat 
ini juga menarik dilakukan di Indonesia, karena 
pada masa negara Indonesia terbentuk terdiri dari 
suku bangsa yang sudah mapan budaya dan 
pemerintahan adatnya. Beberapa komunitas adat 
di Indonesia banyak yang mempraktekkan 
hukum-hukum agama, khususnya dalam bahasan 
ini adalah syariah Islam, sebelum kemudian 
tergabung dalam negara Indonesia dan 
mengadopsi hukum nasional (Wekke, 2012, 
Yelepele & Hefni, 2012). Upaya-upaya 
sinkronisasi dan integrasi aturan-aturan hukum 
adat, etika-etika dan syariat agama yang dianut 
komunitas-komunitas adat masih menjadi 
perjalanan panjang yang sampai kini masih terus 
dilakukan (Afifi, 2021: Arifin & Abbas, 2007, 
Pardosi, 2008). 


Kajian ini bertujuan untuk memahami 
perspektif al-'adah muhakkamah mengenai 
tradisi rompak page dalam konteks kehidupan 
warga luhak Lima Puluh Kota. Dalam kajian ini, 
peneliti melakukan analisis terhadap pandangan 
para ulama dan sarjana Islam tentang tradisi 
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rompak page dan mengidentifikasi apakah tradisi 
ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 
Islam yang dinyatakan dalam al- 'adah 
muhakkamah. Kajian ini memiliki signifikansi 
dalam memahami bagaimana tradisi rompak 
page yang sudah lama berlangsung di warga 
luhak Lima Puluh Kota dipandang dalam 
kerangka ajaran Islam. Dengan pemahaman yang 
lebih mendalam tentang pandangan al-'adah 
muhakkamah, diharapkan komunitas adat dapat 
mengkaji kembali tradisi ini secara keseluruhan 
(holistik) dan memastikan bahwa tradisi tersebut 
tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang 
mendasar (Afifi & Abbas, 2023, Al-Attas, 1996). 


Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan 
kontribusi dalam mengembangkan pandangan 
Islam yang inklusif dan harmonis dalam 
menghadapi perkembangan budaya dan tradisi 
yang sudah menjadi adat budaya ataupun yang 
sedang berkembang dalam masyarakat. Dengan 
mempertimbangkan pandangan ulama dan 
prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan warga 
dapat mencapai kesepahaman yang lebih baik 
mengenai kesesuaian tradisi rompak page dengan 
ajaran agama dan melanjutkan tradisi ini dengan 
tetap memelihara nilai-nilai Islam yang kokoh. 
Dalam pemahaman warga Minangkabau, rompak 
page menjadi simbol penting dalam proses 
pernikahan, dan sering kali dianggap sebagai 
salah satu bentuk pengakuan, penghormatan dan 
penghargaan kepada keluarga perempuan. 


Namun, beberapa kalangan mengkritisi 
praktik ini, menyoroti potensi ketimpangan 
gender dan keterkaitannya dengan nilai-nilai 
Islam yang lebih luas. Melalui kajian 
pendahuluan ini, akan diuraikan latar belakang 
tradisi rompak page, keterkaitannya dengan 
kehidupan warga Minangkabau, serta relevansi 
dan signifikansi kajian ini dalam memahami 
kesesuaian tradisi ini dengan ajaran Islam. Selain 
itu, akan dijelaskan tujuan dan metodologi 
penelitian yang akan digunakan untuk mencapai 
tujuan kajian ini. Diharapkan kajian ini dapat 
memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih 
mendalam tentang tradisi rompak page dalam 
pandangan al-a dah muhakkamah dan 
memberikan wawasan yang berharga bagi 


Fitri et. al. / Al-Imam (2023) pp. 45-55. Relevansi Kaidah Al-A 'dah Muhakkamah Pernikahan ... 47 


harmonisasi nilai-nilai adat dengan nilai-nilai 
agama dalam kehidupan warga Minangkabau 
(Hasyim, 2021). 


Di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, di 
mana mayoritas masyarakat beragama Islam, 
prinsip syari'at, publik, dan adat istiadat 
seringkali menyatu dalam tata aturan 
dilaksanakannya suatu pernikahan. Selama 
proses pernikahan, kedua aturan agama dan adat 
digunakan. Jika seseorang atau keluarganya 
melanggar salah satu aturan agama atau adat, 
terutama yang berkaitan dengan pernikahan, 
mereka akan menerima hukuman seumur hidup 
yang tidak jarang hukuman ini akan berlanjut 
sampai anak keturunannya. Sanksi ini, yang 
disebut "dibuang" ini tidak pernah ditulis secara 
formal sebelumnya, tetapi sekarang sudah mulai 
ditetapkan dalam peraturan daerah dan nagari. 
Beberapa nagari di Minangkabau telah membuat 
peraturan adat mereka, termasuk hukuman untuk 
pelanggaran dalam pernikahan dalam undang- 
undang daerah atau nagari. Sanksi yang 
ditetapkan oleh negara atau pengadilan dapat 
lebih berat daripada hukuman yang diberikan 
oleh masyarakat adat secara umum. Oleh karena 
itu, di daerah Minangkabau, masyarakat berusaha 
keras untuk memenuhi persyaratan adat 
pernikahan, meskipun beberapa di antaranya 
tidak diatur oleh agama dan sedikit memberatkan 
bagi mereka (Eliza, 2009). 


Warga luhak Lima Puluh Kota memiliki 
tradisi pernikahan yang sedikit berbeda dengan 
luhak lainnya. Kedua keluarga yang akan 
menikahkan calon mempelai berpartisipasi dalam 
berbagai tahapan proses pernikahan. Keluarga 
pihak dari laki-laki datang ke rumah pihak 
perempuan untuk saling mengenal dan mencari 
kesesuaian di antara kedua keluarga pada tahap 
pertama. Setelah meminang perempuan dengan 
membawa sirih pinang, karib kerabat, terutama 
ninik mamak yang ada berkumpul dalam acara 
mangombang siriah untuk membahas pinangan. 
Dalam  mangombang siriah, banyak hal 
dibicarakan tentang laki-laki yang meminang, 
seperti asal usul daerahnya dan tanggung jawab 
agama, negara, dan adat yang harus dia penuhi. 
Memenuhi adat sasuduk, termasuk tempat tidur, 
kasur, selimut, lemari, dan alas kasur, adalah 
kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki 
yang meminang. 

Pasangan yang menikah harus membayar 
rompak page, yang berupa uang atau emas. Nilai 
rompak page berbeda-beda untuk setiap keluarga 
dan ditetapkan oleh ninik mamak, pemegang 
kekuasaan adat. Tradisi ini merupakan bagian 


dari budaya masyarakat adat di luhak Lima Puluh 
Kota, yang termasuk dalam wilayah kekuasaan 
kaum ibu (matrilinealis) di Minangkabau. 
Peneliti dari berbagai negara telah berbicara dan 
menyelidiki hubungan antara agama Islam dan 
adat Minangkabau. Budaya Minangkabau unik 
karena memiliki warga Muslim dan kekuasaan 
kaum ibu (matrilinealis) terbesar di dunia. Dalam 
penelitiannya tentang Minangkabau, Hadler 
pernah menyatakan bahwa ada "pertikaian 
berdarah" antara adat dan Islam (Abbas, 2007: 
Hadler & Berlian, 2010: Hamka, 1984). 


Sistem nilai Minangkabau penuh dengan 
prinsip patriarkal, mirip dengan sistem matriarki 
etnik pengikut Islam terbesar di Negara ini. 
Dalam adat Minangkabau, ikatan utama 
seseorang terhadap rumah gadang dan kampung 
suku atau klan ibu mereka adalah yang paling 
penting. Laki-laki menikah dengan anggota 
keluarga yang lebih tua tetapi masih tinggal di 
rumah orang tua perempuan mereka. Setiap hari, 
mereka pulang ke rumah ibu mereka untuk 
mengolah sawah, pulih ketika sakit, dan akhirnya 
dimakamkan di kuburan keluarga ibu mereka. 
Dalam adat Minangkabau, suami dan ayah 
digambarkan sebagai “abu di atas tunggul” atau 
“Jangau di ekor kerbau”, yang menunjukkan 
sosok yang datang dan pergi dalam keluarga. 
Dalam kebiasaan, saudara laki-laki ibu, atau 
mamak, menjadi orang yang bertanggung jawab 
atas kehidupan anak-anak (Abbas, 2007, 
Chuzaifah, 2002). 


Menurut Syarifuddin dan para peneliti lain, 
ada perubahan dan pergeseran dalam adat 
Minangkabau. Ada dua kemungkinan bahwa adat 
Minangkabau berangsur-angsur punah dan tidak 
mampu bertahan di era modern. Dalam hal 
hubungan kekerabatan mamak-kemenakan, yang 
merupakan pokok inti dari sistem matrilineal 
Minangkabau, beberapa peneliti memperkirakan 
perubahan besar dan bahkan kehancuran adat 
Minangkabau. Selain itu, Evers dan Schrieke juga 
menyebut kepunahan ini sebagai "revolusi 
agraria dan pecahnya komunal." Namun, penting 
untuk diingat bahwa perdebatan tentang masa 
depan adat Minangkabau masih berlanjut, dan 
ada banyak hal yang harus dipertimbangkan 
sebelum menghasilkan kesimpulan tentang 
perkembangan dan perubahan adat ini dalam 
konteks kontemporer (Evers, 1975, Kahn, 1976, 
Syarifuddin, 1984, Tanner, 1982). 


Berdasarkan — permasalahan yang telah 
dikemukakan, Pertama, makna dan konteks tradisi 
rompak page. Artikel ini akan mengkaji makna dan 
hubungan antara kebiasaan rompak page dan 
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masyarakat adat di luhak Lima Puluh Kota dari 
perspektif al-'adah muhakkamah berdasarkan latar 
belakang yang telah diberikan. Penelitian akan 
menelusuri asal usul, tujuan, dan nilai-nilai yang 
melekat dalam tradisi ini serta bagaimana tradisi 
ini dihayati dan dipraktikkan oleh warga 
setempat. Kedua, Kesesuaian tradisi rompak 
page dengan Prinsip al-'adah muhakkamah 
Penelitian ini akan menganalisis tradisi rompak 
page berdasarkan prinsip al-'adah muhakkamah 
dalam hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti akan 
melihat apakah tradisi rompak page sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang 
dinyatakan dalam al-'adah muhakkamah, dan 
apakah tradisi ini dianggap sah danjelas oleh para 
ulama. Ketiga, Akibat hukum keengganan 
pembayaran rompak page. Artikel ini akan 
membahas akibat hukum yang mungkin timbul 
akibat keengganan pembayaran rompak page. 
Dalam konteks al-'adah muhakkamah, 
bagaimana pandangan hukum Islam mengenai 
ketidakpatuhan terhadap tradisi ini, dan apakah 
ada sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak 
yang menolak atau enggan membayar rompak 
page. Keempat, Kajian Hukum Islam (Urf) dalam 
tradisi rompak page: Penelitian ini akan 
mengulas pendekatan kajian hukum Islam (urf) 
dalam tradisi rompak page dengan mengulas 
literatur-literatur yang telah ada (Abbas, 2010: 
Afifi, 2023). 


Dengan mengkaji empat aspek utama di atas, 
artikel ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang lebih luas tentang tradisi 
rompak page dalam pandangan al-'adah 
muhakkamah di masyarakat adat luhak Lima 
Puluh Kota. Diharapkan hasil kajian ini dapat 
memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh 
dan komprehensif tentang relevansi dan 
signifikansi tradisi rompak page dalam konteks 
ajaran Islam serta bagaimana tradisi ini dapat 
dilestarikan dan disesuaikan dengan prinsip- 
prinsip hukum Islam yang sah dan jelas. 


2. Literatur Review 


2.1. Al-a dah muhakkamah dan adat dalam 
pernikahan 


Al-a'dah muhakkamah dalam adat pernikahan 
adalah istilah dalam bahasa arab yang dapat 
diartikan sebagai hukum adat yang pasti dan sah 
yang berlaku dalam konteks pernikahan dalam 
kelompok masyarakat. Prinsip ini mengacu pada 
norma-norma atau ketentuan-ketentuan hukum adat 
yang dianggap sebagai panduan yang pasti dan tidak 
dapat diganggu gugat dalam menyelenggarakan 
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upacara pernikahan dan semua tahapan yang terkait 
(Al-Zuhayli, 1986). 


Dalam konteks adat pernikahan, al-a'dah 
muhakkamah menetapkan tata cara dan aturan- 
aturan yang mengatur berbagai aspek pernikahan, 
termasuk persetujuan kedua belah pihak, prosesi 
upacara, pembayaran mahar, dan pelaksanaan 
berbagai adat istiadat (kebiasan). Prinsip ini telah 
menjadi bagian integral dari tradisi dan budaya 
tertentu dalam mengatur sistem pernikahan dan 
ikatan keluarga. Salah satu contoh nyata adalah 
tradisi rompak page, yang telah dibahas sebelumnya 
dalam pembahasan tradisi di Lima Puluh Kota. 
Tradisi ini mengharuskan laki-laki yang berasal dari 
eksternal wilayah nagari atau luhak Lima Puluh 
Kota untuk membayar sejumlah uang atau emas 
sebagai bentuk persetujuan dan penghormatan 
terhadap keluarga perempuan yang akan 
dinikahinya. Di komunitas tersebut, pembayaran ini 
merupakan bagian dari prinsip  al-a'dah 
muhakkamah, yang merupakan inti dari adat 
pernikahan mereka. 


Menurut beberapa ulama ushul figh, “urf” 
atau adat adalah salah satu dalil penetapan hukum 
syara. Pendapat ini didasarkan pada O.S al-A'raf 
(7): 199. Pendapat di atas juga berdasar pada 
ungkapan Ibnu Mas'ud bahwa apa yang dilihat 
baik oleh orang Islam di sisi Allah juga baik di 
sisi Allah. Ulama ushul dapat menggunakan ayat 
di atas sebagai dalil karena lafal “urf” dalam ayat 
tersebut artinya adalah perbuatan baik yang 
dilakukan berulang kali. Menurut pernyataan 
Ibnu Mas'ud, suatu tindakan dapat dianggap sah 
oleh umat Islam jika dipandang baik. Imam 
Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa 
“urf” dapat berfungsi sebagai dasar untuk 
menetapkan hukum syara?” dan pada akhirnya, 
hal-hal baik akan menjadi hukum. Mereka 
menjelaskan bahwa, dalam kaidahnya, “urf” 
menempati tempat syarat dalam akad-akad." 
dengan makna bahwa “urf” maka hal itu seperti 
yang ditetapkan berdasarkan nash al-Gur'an dan 
sunnah. Ulama lain berpendapat bahwa “urf” 
maka hal. 


Misalnya, ukuran yang terpelihara ditentukan 
oleh adat pada harta yang diambil tanpa 
sepengetahuan pemiliknya (Salma & 
Burhanuddin, 2018), ataupun besaran dan jenis 
mahar (Nur & Saleng, 2013, Sugianto, 2011). 
Berbicara tentang posisinya sebagai salah satu 
bukti penetapan hukum syara, para ulama ushul 
figh memisahkan antara "urf dan adat". Menurut 
beberapa orang, adat adalah kebiasaan terus- 
menerus yang dilakukan oleh setiap orang dengan 
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cara yang unik. Kebiasaan ini disebut "urf" ketika 
dilakukan oleh banyak orang (Abbas, 2015, Ibn 
OGayyim al-Jawziy, 1998). 


Penting untuk dicatat bahwa prinsip al-a'dah 
muhakkamah sering kali berakar dari nilai-nilai 
tradisional, adat istiadat, dan norma-norma yang 
telah dipraktikkan secara turun-temurun dalam 
komunitas warga. Prinsip ini dianggap sebagai 
bagian penting dari identitas dan kesatuan 
kelompok warga tersebut, serta dipercayai dapat 
membawa keberkahan dan keberuntungan bagi 
pasangan yang menikah. Namun, dalam beberapa 
kasus, prinsip al-a'dah muhakkamah dalam adat 
pernikahan juga dapat berbenturan dengan nilai- 
nilai modern atau hukum pernikahan yang berlaku 
secara nasional. Konflik dapat muncul ketika 
prinsip-prinsip — adat mengenai pernikahan 
bertentangan dengan hukum agama atau hukum 
negara yang mengatur pernikahan. 


Kajian tentang al-a'dah muhakkamah dan adat 
dalam pernikahan menjadi relevan karena dapat 
memberikan wawasan tentang bagaimana tradisi 
dan norma-norma adat berperan dalam 
menyelenggarakan pernikahan dalam suatu 
komunitas tertentu. Selain itu, juga penting untuk 
memahami dampak dan implikasi dari prinsip al- 
a'dah muhakkamah dalam adat pernikahan terhadap 
individu dan komunitas warga secara keseluruhan, 
termasuk dalam upaya mempertahankan tradisi adat 
di tengah arus globalisasi dan modernisasi. 


2.2. Gambaran penduduk luhak Lima Puluh Kota 


Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu 
dari banyak kabupaten dan kota di Sumatera 
bagian barat. Ini adalah bagian dari wilayah asli 
Minangkabau yang dulunya merupakan bagian 
dari luhak Lima Puluh Kota, tetapi kemudian 
dibagi menjadi dua, Kota Madya Payakumbuh 
dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kabupaten ini 
berjarak sekitar 130 km dari Kota Madya Padang, 
ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan butuh 
waktu perjalanan lintas kabupaten kota selama 
tiga setengah jam. 


Adat istiadat pernikahan di kabupaten Lima 
Puluh Kota berbeda pada adat istiadat di luhak 
dan wilayah lain Minangkabau. luhak Lima 
Puluh Kota, atau luhak Nan Bungsu, adalah pusat 
tanah Minangkabau. Dalam sejarahnya, daerah 
ini berkembang dari taratak menjadi dusun, 
kemudian menjadi nagari, kemudian menjadi 
kota (koto), dan akhirnya menjadi luhak. 
Selanjutnya, wilayah darat di sekitar Gunung 
Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, 
dan Gunung Sago dibagi menjadi Tiga luhak: 


luhak Tanah Datar luhak Agam dan luhak 
Limapuluh Kota. Area ini disebut luhak Nan Tigo 
atau Darek (darat). Di antara dua luhak lainnya, 
luhak Tanah Datar dan luhak Agam, luhak Lima 
Puluh Kota adalah luhak termuda. kabupaten 
Lima Puluh Kota dan kota Madya Payakumbuh 
membentuk administratif luhak Lima Puluh Kota. 
kota Madya Payakumbuh berada di pusat 
kabupaten Lima Puluh Kota. 


Sejarah Minangkabau terkait erat dengan 
sejarah kabupaten Lima Puluh Kota. Area utama 
Minangkabau disebut luhak Nan Tigo, termasuk 
luhak Lima Puluh Kota, atau luhak Nan Bungsu. 
Pemerintahan Paderi di Kabupaten Lima Puluh 
Kota disebut dan dikenal sebagai “harimau nan 
salapan”. Gerakan ini sering bertentangan dengan 
orang-orang Minangkabau dan penjajah Belanda, 
terutama selama pemerintahan Tuanku Imam 
Bonjol. Selama perang, dasar hukumnya tetap 
berdasarkan persekutuan hukum adat yang terdiri 
dari Limo Puluah Koto, atau Lima Puluh Kota 
(Abbas & Afifi, 2022). Selanjutnya, wilayah limo 
puluah koto ini berkembang menjadi lima puluh 
nagari adat. Kabupaten Lima Puluh Kota berada 
di antara 0025028,71 Lintang Utara dan 
0022014,52 Lintang selatan, dan antara 
100015044,10-100050047,80 Barat Tenggara. 
Empat kabupaten dan satu provinsi mengelilingi 
kabupaten ini: Agam, Tanah Datar, Sijunjung, 
Pasaman, dan Riau. 


Ketika tahun 2015, ada 368.980 jiwa yang 
tinggal di Kabupaten Limo Puluh Kota. Pada 
tahun 2012, 337.260 jiwa beragama Islam, 90 
orang beragama Katolik, dan kurang lebih 130 an 
orang beragama non muslim, menurut data. 
Mayoritas ras Warga yakni Minangkabau, 
dengan minoritas Jawa dan Batak. Ketiga 
kelompok etnis ini hidup bersama dengan baik 
dan harmonis. Lima Puluh Kota terdiri dari 13 
kecamatan, 79 nagari, dan 401 jorong. "Buminyo 
sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak," kata luhak 
Limo Puluh Kota untuk menggambarkan kondisi 
Warganya. Artinya, meskipun komunitas 
warganya seragam, mereka tetap hidup bersama 
dan saling menghargai, yang menciptakan 
ketenangan pikiran (BPS, 2015). 


2.3. Arti rompak page dalam tradisi luhak Limo 
Puluh Kota 


Dalam literatur Minangkabau, tradisi rompak 
page berarti merobohkan atau merusak pagar. 
Dua kata dalam istilah ini adalah "rompak", yang 
berarti merobohkan atau merusakkan, dan 
"paga", yang berarti pagar dalam bahasa 
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Indonesia. Kata "rompak" juga dapat digunakan 
untuk merampok atau menyamun di laut dalam 
kamus bahasa Indonesia. Dalam warga luhak 
Limo Puluh Kota, tradisi rompak page dapat 
didefinisikan sebagai memasuki wilayah orang 
lain dengan cara yang sulit, seperti melompat, 
untuk mendapatkan atau mengawini perempuan 
yang berada di wilayahnya. Pernikahan di luhak 
Limo Puluh Kota dilakukan secara umum sesuai 
dengan ajaran (syari'at) Islam dan undang- 
undang negara, namun, mereka melakukannya 
tanpa memperhatikan kebiasaan komunitas adat 
yang telah ada sejak lama. 


Akibatnya, hubungan yang kuat antara 
saudara laki-laki ibu terlihat dalam pelaksanaan 
tradisi rompak page, dengan ibu dan anak 
perempuan yang tetap terjaga. Dalam tradisi 
rompak page, Jika calon pengantin laki-laki tidak 
berasal dari daerah adat, calon pengantin 
perempuan harus memberikan uang atau barang 
lain kepada nagari atau ninik mamak mereka, 
seperti uang atau emas, kepada nagari atau ninik 
mamak calon pengantin perempuan. Meskipun 
pembayaran rompak page diterapkan di sebagian 
besar nagari di luhak Limo Puluh Kota, Warga di 
setiap nagari dapat menggunakan istilah ini 
dengan cara yang sedikit berbeda. Sebagai 
contoh, orang-orang di Nagari Lampasi dan 
daerah sekitarnya menyebutnya “rompak page”, 
orang-orang di Nagari Situjuh menyebutnya 
“Jompek paga”, dan orang-orang di Nagari VII 
Kota Talago Kecamatan Guguk dan daerah yang 
dekat menyebutnya “Iompek page”. Meskipun 
demikian, istilah “rompak page” masih ditulis 
dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari di 
beberapa peraturan nagari (seperti di Perubahan 
Peraturan Nagori Guguak VII Koto Talago Nomor 
3 Tahun 2015 Tentang Iuran Jasa Pelayanan 
Administrasi Pasal 1). 


Meskipun dialek yang berbeda, semua istilah 
tersebut memiliki arti yang sama, dan ada 
beberapa nagari yang mengartikannya ke dalam 
bahasa umum dengan istilah “lompat pagar”. Ini 
menunjukkan bahwa tradisi rompak page 
mendeskripsikan usaha seorang laki-laki untuk 
menikahi seorang perempuan dengan memenuhi 
beberapa persyaratan adat yang telah ditentukan 
oleh para pemangku adat. Karena itu, 
mendapatkan perempuan tersebut tidak mudah 
baginya. Kata “rompak page” digunakan untuk 
menggambarkan upaya ini, yang merujuk pada 
tindakan seperti merobohkan atau meruntuhkan 
pagar agar orang dapat masuk atau melewati 
pintu dengan susah payah dan tidak mungkin. 
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Peraturan nagari saat ini semakin menguatkan 
tradisi rompak page. Untuk mempertahankan tradisi 
dan adat Minangkabau yang tengah yang telah 
berkurangan, para pemangku adat berusaha 
memasukkan tradisi rompak page ke dalam 
peraturan nagari. Pemerintah daerah kabupaten 
Lima Puluh Kota dan kota Payakumbuh 
mendukung upaya ini dengan melegalkan peraturan 
nagari yang mengatur pembayaran rompak page. 


Di dalam undang-undang adat di sekitar nagari 
yang telah dilembagakan oleh pemda setempat, 
terdapat penjelasan tentang uang adat yang 
dikenakan oleh pemangku adat kepada anak 
kemenakannya yang akan menikah serta biaya 
administrasi. Pria di luar Nagori Sei Beringin 
dikenakan biaya rompak page sebesar Rp.500.000,- 
(lima ratus ribu rupiah), dan biaya untuk perempuan 
tidak termasuk. Sebagai contoh, keputusan KAN 
Nagori Batu Bolang, Kecamatan Harau, Kabupaten 
Limo Puluh Kota, menetapkan jumlah uang yang 
harus dibayar untuk rompak page sebesar 
Rp.250.000,-. Di Nagori Durian Gadang, 
Kecamatan Payakumbuh, rompak page dihargai 1,5 
mas (sekitar 3,75 gram mas). Ketentuan ini seperti 
yang disebutkan dalam Peraturan Adat Salingka 
Nagari Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN) Kenagarian Sungai Baringin Kecamatan 
Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 4 
dan 5 (Salma & Burhanuddin, 2018). Menurut 
peraturan nagori tersebut, jelas bahwa ninik 
mamak mengambil uang adaik dari calon 
penganten pria kemenakannya yang berasal dari 
wilayah luar nagori untuk rompak page dalam 
upaya memenuhi adat dan tradisi selama 
pernikahan. 


2.4. Tujuan dan alasan pembayaran rompak page 


Sebagian besar pemangku adat yang 
diwawancarai di beberapa nagari dan wilayah 
luhak Limo Puluh Kota tidak tahu dengan pasti 
sejarah asal-usul pembayaran rompak page 
(Salma & Burhanuddin, 2018). Yang mereka 
ketahui hanyalah bahwa sewaktu para pemangku 
adat diangkat menjadi penghulu, mereka 
menemukan aturan pembayaran rompak page, 
tetapi mereka tidak tahu bagaimana tradisi ini 
dimulai. Sebelum ini, kira-kira dua puluh tahun 
yang lalu, pembayaran rompak page dilakukan 
dengan menggunakan barang-barang tertentu 
seperti emas di sebagian besar wilayah Lima 
Puluh Kota, seperti di kecamatan Payakumbuh, 
kecamatan Akabiluru, Taram, dan Situjuh, serta 
di Kecamatan Lampasi Tiga Nagari, Semen 
beberapa sak, batu bata yang cukup, atau atap 
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seng rumah. Namun, dalam peraturan nagari 
tertentu, emas ini masih digunakan sebagai 
patokan untuk rompak page, dan pembayaran 
dilakukan dengan uang. Para ninik mamak 
berpendapat bahwa melakukan pembayaran 
dengan uang lebih praktis dan efektif karena uang 
saat ini sama dengan nilai emas pada masa lalu 
dan emas tidak dapat digunakan secara langsung 
dalam urusan administrasi pernikahan. 


Tujuan pembayaran uang rompak page bagi 
lelaki pendatang di luhak ini berbeda-beda antara 
nagari. Beberapa ninik mamak di nagari tertentu 
mengatakan bahwa kepentingan adat nagari 
adalah alasan pembayaran rompak page. Di 
daerah lain sekitar wilayah limo puluh koto, 
pembayaran uang rompak page yang telah selesai 
dibayarkan juga diberikan kepada peti bunian 
untuk mengurus keuangan dan administrasi adat, 
dan digunakan untuk membangun gedung adat 
dan tempat beribadah. Namun, di nagari yang 
lain, uang rompak page juga diberikan kepada 
ninik mamak pribadi, yang berfungsi sebagai 
penghulu untuk mengatur pernikahan kemenakan 
perempuannya. Di Nagori Durian Godang, 
misalnya, biaya rompak page senilai setengah 
emas (kurang lebih Rp. 1.600.000,-) dibagi 
menjadi dua, yaitu pertama untuk kepentingan 
adat dan kedua untuk kepentingan pribadi ninik 
mamak. Di Nagori Batu Belang, sebaliknya, 
jumlah biaya rompak page yang harus dibayar 
oleh calon mempelai laki-laki tergantung pada 
berapa banyak ninik mamak yang hadir dalam 
musyawarah menaikkan sirih (lamaran atau 
pertunangan) untuk membahas pelaksanaan 
pernikahan kemenakan mereka (Salma & 
Burhanuddin, 2018). 


Peruntukan pembayaran Rompak Page diatur 
secara jelas di beberapa nagari, tetapi di nagari 
lainnya disesuaikan dengan persetujuan antara para 
ninik mamak. Di Nagori Sei Beringin, misalnya, 
ninik mamak yang berkaitan menerima sebesar 
Rp.200.000,-, dua tuanku adat menerima sebesar 
Rp.40.000,-, kas Kerapatan Adat Nagari (KAN) 
sebesar Rp.80.000,-, Pucuak Adat Nagari sebesar 
Rp.50.000,-, pembangunan masjid sebesar 
Rp.80.000,-, dua pegawai adat menerima bagian 
sebesar Rp.50.000,-, dan biaya administrasi calon 
pengantin perempuan sebesar Rp.250.000 Di 
wilayah VII Koto Talago dan Balai Tolang, 
pembayaran uang Rompak Page dibagi antara para 
ninik mamak dan kas nagari. Meskipun peraturan 
nagari menetapkan jumlah pembayaran sebesar 
Rp.200.000,- untuk Rompak Page, wawancara 
dengan beberapa ninik mamak menunjukkan bahwa 
jumlah tersebut kadang-kadang lebih besar dari 


yang tercantum dalam Peraturan Adat Salingka 
Nagari di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari 
(KAN) Kenagarian Sungai Baringin Kecamatan 
Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 6 
(Salma & Burhanuddin, 2018). 


Di lihat dari segi lain, pola pembayaran 
rompak page ini seolah-olah menunjukkan situasi 
yang tidak baik karena melibatkan pungutan tak 
resmi pada pria pendatang di wilayah luhak Limo 
Puluh Kota. Namun, pungutan ini tidak 
sepenuhnya merugikan. Meskipun para ninik 
mamak mendapatkan bagian dari uang rompak 
page, uang itu biasanya digunakan untuk 
mengurus urusan pernikahan  kemenakan 
perempuan — mereka, seperti — perjalanan, 
akomodasi, dan fotokopi surat-surat. Beberapa 
ninik mamak di luhak Limo Puluh Kota percaya 
bahwa kepala suku, atau mamak penghulu, harus 
memiliki harta pusaka yang menguntungkan 
untuk menjalankan urusan adat istiadat. Namun, 
karena harta pusaka semakin berkurang, gelar 
dan tanggung jawab kepala suku tetap ada pada 
mereka. Pelaksanaan tanggung jawab ini 
membutuhkan biaya. Jadi, tradisi pembayaran 
uang rompak page menjadi alternatif yang 
memudahkan pelaksanaan tugas-tugas pemuka 
adat dan membantu memenuhi kewajiban 
mereka. Dengan kata lain, para ninik mamak 
menerima pembayaran atas nama diri mereka 
untuk rompak page, tetapi uang itu dialokasikan 
untuk acara adat yang mereka emban. 


2.3. Dampak Hukum dari Keengganan untuk 
membayar Rompak Page 


Semulanya, berjalannya suatu aturan 
tergantung pada ancaman hukuman yang 
tercantum dalam aturan tersebut dan keinginan 
pihak berwenang untuk menerapkan akibat 
hukum tersebut. Konsep ini juga berlaku untuk 
hukum adat dan peraturan. Setiap aturan adat 
yang ditetapkan dan dengan dilakukan teratur 
oleh warga adat biasanya memiliki daya paksa 
yang ditunjukkan melalui ancaman hukuman. 
Meskipun tidak selalu didokumentasikan secara 
tertulis, yang berakibat adat dan budaya ini akan 
berpotensi hilang jika pelakunya sudah tidak ada 
(Afifi & Abbas, 2019). Akibat hukum dan 
hukuman dalam komunitas adat terkadang lebih 
menitikberatkan kesanggupan daripada undang- 
undang negara (Nuriz, Sukirno, & Ananingsih, 
2017). 


Oleh karena itu, komunitas adat menunjukkan 
tingkat ketaatan dan kepatuhan yang lebih tinggi 
terhadap peraturan adat. Jumlah pelanggaran 
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yang rendah dibandingkan dengan pelanggaran 
aturan hukum atau negara di nagari-nagari ini 
menunjukkan tingginya kerajinan dan patuh 
terhadap aturan adat yang telah ditetapkan. 
Dengan menerapkan peraturan adat ini, ninik 
mamak memainkan peran penting dan strategis 
dalam menjaga dan memelihara anak 
saudara/saudari kemenakan mereka, terutama 
dengan pengetahuan tentang hukuman dan sanksi 
yang berat jika mereka melanggarnya. Sepanjang 
adat Minangkabau, termasuk luhak Limo Puluh 
Kota, hukuman dibuang dikenal. Di Sumatera 
Barat, hukuman ini menjadi hukuman utama 
untuk berbagai pelanggaran adat, termasuk di 
luhak Limo Puluh Kota. Orang yang menolak 
untuk membayar biaya rompak page yang telah 
ditetapkan oleh kerapatan adat juga akan 
dikenakan hukuman dibuang sepanjang adat. 
Hukuman buang ini disebut dengan berbagai 
ungkapan adat di setiap nagori di sekitar luhak 
Limo Puluh Kota. 


Sebagai contoh, Nagari Batu  Balang 
mengatakannya sebagai “ditulak abih dari 
kampuong”, Nagari Sei Beringin menyebutnya 
sebagai “indak dipanggia dalam pakaian adat”, dan 
Nagari Lampasi menyebutnya sebagai “Indak 
dibaok soto dalam adat”. Keluarga pasangan yang 
tidak patuh dan calon suami yang meninggalkan 
nagari juga dihukum sepanjang adat ini. Mereka 
dihukum secara moral dengan dikucilkan dan 
digambarkan sebagai orang yang egois, tidak sopan, 
dan tidak menghargai orang lain. Selain itu, 
pemegang keputusan tertinggi adat, Kerapatan Adat 
Nagari (KAN), membahas masalah ini dengan ninik 
mamak. KAN merekomendasikan agar pasangan 
yang akan datang mengikuti rompak page ini 
(Peraturan Adaik Salingka Nagori Di Lingkungan 
KAN Kenagarian Sei Beringin Kecamatan 
Payakumbuh Kabupaten Limo Puluh Koto). 

Di setiap wilayah nagari, pengabaian yang 
biasa dilakukan terhadap keluarga yang tidak 
mau membayar uang rompak page berbeda-beda. 
Jenis pengabaian yang biasa dilakukan terhadap 
keluarga yang tidak mau membayar rekening 
rompak page berbeda di setiap wilayah nagari. 
Berdasarkan wawancara dengan ninik mamak di 
atas, dapat disimpulkan bahwa di nagari-nagari 
luhak Limo Puluh Kota, hukuman buang 
sepanjang adat atas keengganan membayar biaya 
rompak page masih diberlakukan. Hukuman adat 
ini berdampak pada masalah lain selain masalah 
adat, bahkan seperti yang tercantum dalam 
peraturan nagari. Ketika pemerintah daerah 
mengizinkan tradisi rompak page dalam 
peraturan nagari, alasan ninik mamak suku atau 
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nagari untuk memberlakukan hukuman dibuang 
sepanjang adat kepada keluarga adik 
perempuannya diperkuat. Dengan mengeluarkan 
Surat Edaran Kanwil Kemenag Provinsi 
Sumatera Barat No. Kw.03/5/Pw.01/615/2016 
berisi tentang Antisipasi Gerakan LGBT, 
pemerintah juga mendukung peran ninik mamak 
dalam memastikan gender kemenakannya (Salma 
& Burhanuddin, 2018). 


2.6. Relevansi kajian tradisi rompak page ditinjau 
dari al-a'dah muhakkamah dan 'urf 


Kajian al-a'dah muhakkamah dalam hukum 
Islam “urf” yang terkandung dalam tradisi 
rompak page memiliki relevansi penting dalam 
memahami aspek hukum dan kearifan lokal 
dalam budaya Minangkabau. Tradisi rompak 
page merupakan bagian dari “urf” atau kebiasaan 
komunitas adat Minangkabau yang terkait 
dengan pernikahan, dan kajian al-a'dah 
muhakkamah memungkinkan untuk melihat 
perspektif hukum Islam yang terkait dengan 
tradisi ini. 

Al-a'dah muhakkamah mengacu pada prinsip 
dalam hukum Islam yang berarti “adat yang 
mengikat”. Dalam konteks rompak page, tradisi 
ini merupakan salah satu contoh nyata dari 
bagaimana adat atau 'urf lokal dalam budaya 
Minangkabau menjadi faktor yang mengikat dan 
dianggap sah dalam pelaksanaan pernikahan. 
Meskipun secara formal menerapkan hukum 
Islam dan aturan negara, tradisi rompak page juga 
diakui dan diberlakukan sebagai bagian penting 
dari pernikahan di Warga Minangkabau (Hag, 
2017). Relevansi al-a'dah muhakkamah dalam 
kajian tentang tradisi rompak page adalah sebagai 
berikut: 


a) Pengakuan keberadaan adat dalam hukum 
Islam 


Dengan memahami pendekatan al-a'dah 
muhakkamah, kita dapat mengenali 
bagaimana hukum Islam memberi 
pengakuan dan menghargai peran tradisi 
dan adat dalam kehidupan komunitas adat. 
Tradisi rompak page sebagai bagian dari 
'urf lokal di Minangkabau menunjukkan 
bagaimana adat dan hukum Islam dapat 
saling berdampingan dan saling 
melengkapi. 


b) Pengaruh budaya lokal dalam pernikahan 


Kajian al-a'dah muhakkamah dalam 
konteks rompak page membantu kita 
memahami bahwa pernikahan di 
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Minangkabau tidak hanya dipengaruhi oleh 
aturan formal hukum Islam, tetapi juga oleh 
nilai-nilaa dan kearifan lokal. Tradisi 
Rompak Page menunjukkan bagaimana 
komunitas adat Minangkabau menjaga dan 
memelihara identitas dan kearifan budaya 
mereka melalui pelaksanaan pernikahan. 


c) Kontinuitas budaya dan perubahan sosial 


Dengan mengaitkan tradisi rompak page 
dengan al-a'dah muhakkamah, kita dapat 
melihat bagaimana budaya Minangkabau 
dapat terus beradaptasi dengan perubahan 
sosial dan tuntutan zaman. Meskipun tradisi 
ini telah berubah seiring waktu, inti nilai 
dan makna dalam tradisi rompak page tetap 
terjaga. 


d) Perlindungan kepentingan keluarga dan 
adat 


Kajian al-a'dah muhakkamah membantu 
kita memahami bagaimana tradisi rompak 
page berfungsi untuk melindungi dan 
memelihara kepentingan keluarga dan adat. 
Adanya pembayaran rompak page 
menunjukkan keterlibatan keluarga dan 
masyarakat dalam proses pernikahan serta 
menjaga kesinambungan nilai-nilai adat 
yang penting bagi komunitas adat 
Minangkabau. 


Secara — keseluruhan, kajian  al-a'dah 
muhakkamah dalam hukum Islam 'urf yang 
terkandung dalam tradisi rompak page memberi 
wawasan mendalam tentang bagaimana budaya, 
hukum Islam, dan kearifan lokal berinteraksi 
dalam sebuah tradisi pernikahan yang unik di 
komunitas adat Minangkabau. Hal ini membuka 
diskusi yang lebih luas tentang pentingnya 
menghargai dan melestarikan warisan budaya 
dan adat dalam era globalisasi yang sering kali 
membawa perubahan dan tantangan baru bagi 
keberlangsungan tradisi-tradisi lokal. 


Nilai-nilai matrilineal Minangkabau telah 
berubah dalam banyak hal, tetapi substansi dari 
nilai-nilai itu sendiri masih ada dan tidak hilang 
sama sekali. Ada banyak adat Minangkabau yang 
masih diterapkan di berbagai wilayah nagari 
Minangkabau, yang menunjukkan ikatan 
kekerabatan matrilineal, terutama dalam aktivitas 
seperti pernikahan. Nilai-nilai ini terus 
berkembang dan dihidupkan kembali. Tradisi 
rompak page di luhak Limo Puluh Kota adalah 
salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai 
adat tersebut (Liesmana, 2005). 


Dalam situasi ini, kekuatan internal ibu kaum 
atau suku ditunjukkan kepada calon laki-laki 
yang akan menikahi perempuan atau calon suami 
sebagai tanda bahwa dia masih terikat, menjaga, 
dan menjaga kemenakan perempuannya. 
Gambaran pengamanan ini termasuk turun 
tangan untuk membantunya menjalankan urusan 
administrasi dan penyelenggaraan pernikahannya 
dengan lebih mudah. Pengamanan ini dibayar 
dengan rompak page. Sebaliknya, mamak 
penghulu bertanggung jawab untuk memberi tahu 
warga nagari tentang orang baru yang masuk ke 
sukunya. Secara keseluruhan, tradisi rompak 
page memiliki peran ganda dalam komunitas adat 
Minangkabau. Di satu sisi, nilai-nilai adat 
diperkuat, dan tradisi ini menghidupkan kembali 
hubungan kekerabatan matrilineal. Sebaliknya, 
dan memperkenalkan orang baru ke warga 
nagari. Dengan demikian, tradisi rompak page 
menunjukkan betapa pentingnya menjaga 
identitas budaya dan nilai-nilai adat dalam Warga 
Minangkabau. 


Sebaliknya, tatanan sosial yang kuat sangat 
dihormati dalam keluarga Minangkabau yang 
besar. Oleh karena itu, sebagai bentuk 
penghormatan terhadap adat istiadat warga 
setempat, penduduk baru di nagari, atau luhak 
harus menunjukkan kesantunan dan kesopanan. 
Ini akan membantu menciptakan hubungan yang 
harmonis antara ninik mamak suku dan 
kemenakannya. Menurut pepatah, “dima bumi 
dipijak di situ langik dijunjuang”, seseorang 
harus mematuhi aturan dan adat istiadat lokal di 
mana pun dia berada. 


Ketika memahami dan menghargai aturan 
keluarga matrilineal calon pasangannya, seorang 
pendatang baru dapat memperkuat identitasnya 
sebagai laki-laki pendatang dalam komunitasnya. 
Oleh karena itu, warga akan menyambut dan 
menerimanya dengan baik. Ninik mamak suku 
percaya bahwa mereka akan menjaga dan 
memelihara tradisi ini sebagai bagian dari adat 
dan kebudayaan lokal yang berkelanjutan karena 
Warga menerima pembayaran rompak page ini. 
Tradisi ini membantu memperkuat identitas 
budaya dan menghormati nilai-nilai adat warga 
Minangkabau dan mencerminkan nilai-nilai 
keutuhan hubungan kekerabatan matrilineal. 


Sebagai dasar hukum, urf memainkan peran 
penting dalam penyebaran Islam di wilayah 
Nusantara yang kaya budaya. Selain itu, tradisi 
lokal dapat menjadi penghalang bagi mereka 
yang tidak setuju dengannya. Tradisi rompak 
page sudah ada sejak lama, dan ninik mamak 
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tidak tahu asal-usulnya karena mereka hanya 
menerima dan menjalankan apa yang sudah ada 
dari generasi ke generasi. Menurut gagasan 
“urf”, tradisi yang berlangsung secara turun- 
temurun dapat digunakan sebagai alasan untuk 
melegalkan tindakan tertentu dan dianggap sah 
untuk dilakukan terus-menerus. Selain itu, warga 
umumnya mengikuti tradisi ini, tetapi ada 
sejumlah kecil individu yang menentangnya 
karena masalah ekonomi. Ketika calon mempelai 
laki-laki tidak memiliki cukup uang untuk 
membayar rompak page, keluarga perempuan 
atau ninik mamak yang bersangkutan 
membantunya. Ini dilakukan untuk menjaga 
martabat keluarga perempuan, terutama ninik 
mamak, di mata warga dan adat (Maimun, 2017). 


Semulanya, ajaran Islam tidak bertentangan 
dengan tradisi ini namun, di dalam kitab Suci Al- 
Our'an maupun Sunnah tidak memberikan aturan 
yang jelas tentang masalah ini. Melakukan 
pembayaran rompak page memiliki banyak 
dampak positifnya, seperti memperkuat dan 
membangun kembali ikatan keluarga antara 
anggota suku (ibu, saudara laki-laki, kemenakan). 
Dalam Islam, menjalin hubungan silaturrahim 
yang baik merupakan kewajiban, mereka yang 
tidak melakukannya dianggap melakukan 
kesalahan, yang dapat berdampak negatif pada 
kualitas ibadah mereka kepada Tuhan. 


3. Kesimpulan 


Tradisi rompak page menunjukkan eksistensi 
budaya Minangkabau. Substansi nilai-nilai ini 
tetap sama, meskipun berbagai aspek budaya 
berubah. Meskipun tidak diatur dengan cara 
eksplisit dalam Kitab Suci al-Gur'an maupun 
Sunnah, praktik rompak page tidak bertentangan 
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